SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BANYUMAS,

bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi tindak
pidana yang bersistematis, sehingga dalam pencegahan
dan pemberantasannya perlu langkah-langkah yang
strategis;

bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
disusun pedoman umum;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum
Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System)
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang +» Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

JDIH Kabupaten Banyumas



